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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAHM TINGKAT 11

MIUIST BANYUASIN

NOMOR 6 TAIIUN 1999

TENTANG

RETRIBUS] RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAJIA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 1T MUSI BANY UASIN

i,

b.

R

bahwa dengan ditetapkannnya Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor
119 Tahun 1998 fentang Ruang Lingkup dan jenis-jenis Retribusi
Dacrah Tingkat I dan Daerah Tingkat [T, maka Retribusi Rumah Potong
Hewan adalal Retribusi Daerah Tingkat 1I;

bahwa untuk memungut retribusi sehagaimana dimaksud pada huruf a
pethu ditetapkan dengan Peraturan Dacrah

Undang-Undang Nomor 28 ‘Tahun 1939 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat II dan Kola Praja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tshun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1812 ),

Undang-Undang Nomor 49 Prp Talmn 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor
2104 )

Undang-Undang Nomor 5  Tahunl974 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Di Dacrah { Lembaran Negara Republik Indonesta Tabhun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3037 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang  Kitab Undang-Undang
Hukum  Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneuia
Nomor 3209 ),

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah ( Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3685 )

Peraturan Pemerintabh Nemor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 fentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana  ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

P
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692 ):

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daeraly;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tenfang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Dacrah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang
Prosedur Pengesahan Peraturan Dacrah tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Dacrah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

12. Keputusan Menten Dalam Negeni Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Dacrah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang

Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat 1 dan Daerah
Tingkat II.

Dengan Persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I1
Musi Banyuasin

MEMUTUSKAN

Menetapkan  :  PERATURAN DAERAF KABUPATEN DAERAH TINGKAT I MUSI
BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI RUMATT POTONG HEWAN.

3AB T
KETENTUAN UMUM
Pasai 1
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Must Banyuasin;

b. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Dacrah Tingkat 11
Musi Banyuasin.

¢. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi
Daecrah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daecrah Tingkat I Musi



m.

p.

q.

-3.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha vang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha mikk
negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekufuan,
perkumpulan, f{irma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sgjeus, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha
lainnya;

Retribusi Jasa Usaha adalah retdbusi atas jasa yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena
pada dasamya dapat pula disediakan olch sektor swasta;

Retribusi Rumah Poiong Hewan vang sclanjutnya discbut Retribusi
adalah pambayaran atas pefayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong
Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong yang
dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perudang-undangan retribust diwapbkan untuk mclakukan pembayaran
Retiibusi |

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu fertentu yang merupakan batas
bagi Wajib Retribusi unfuk memanfaatkan izin tempat usaha,

Surat Pendaftaran Objek Retribusi Dacrah vang dapat disingkat
SPAORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data objek retribust dan wajib Retribusi sebaga: dasar
penghitungan  dan pembayaran retribusi yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah vang dapat disingkat SKRD | adalah
Sural Keputusan vang menentukan besarnyva jumlah retribust yang
terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar Tambahan yang
selanjutnya  disingkat SKRDKBT, adalah Surai Keputusan yang
menentukan  {ambahan  atas  jumiah  Retribusi Daerah yang  felah
ditctapkan;

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Tebih Bayar untuk sclanjutnya dapat
disingkat SKRDLB, adalal: Surat Keputusan yang menentukan  jumiah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah kredit retribusi lebih besar
dari pada Retribusi Daerah yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjuinya dapat disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan  atau  sanksi
administrasi berupa bunga atau denda;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDEBT dan
SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpuikan
dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban  Retribusi  Daerah  berdasarkan

Il L L T & T
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r. Penyidikan findak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukii

vang dengan bukt itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah yang terjadi seria menemukan tersangkanya.

BABTI
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retitbusi Rumah Potong Ilewan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan Rumah Pofong Hewan termasuk
pemeriksaan kesehatan Hewan scbelum dipotong.

Pasal 3

(1) Objek retribust adatah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong
hewan yang meliputi :

a. penyewaan Kandang (Karantina);
b. pemeriksaan kesehatan Hewan sebelum dipotong;
c. pemakaian tempat pemotongan
d. pemakaian tempat pelayuan Daging;
¢. pelayanan pengangkutan Daging dari Rumah Potong,
{2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan Daging dari Daerah
lain dan daging Import dan pelayanan Rumah Potong yang dikelola oleh
Perusahaan Daerah dan pihak swasta. '

Pasal 4

Subjek Retibusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas
rumnah potong Hewan,

BAB i
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagat Retribusi Jasa Usaha.

BABTV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6
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BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk tnemperoleh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang
beroperasi secara cfisien dan berorientasi pada hatga pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal &

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah
ternak;

(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berfaku di Wilayah
Daerah;

(3) Dalam hal tarif pasar yang beriaku sulit ditemukan,maka tarif ditetapkan
sebagal jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan jasa yang
merupakan jumlal unsur-unsur tarif yang meliputi :

a. Unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
b. Unsur keuntungan vang dikehendaki per satuan jasa.
(4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi
a. Biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja Pegawai
termasuk pegawati tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan,

sewa tanah dan bangunan, biaya lstrik, dan semua biaya rufin
periodik lainnya yang berkenaan langsung dengan penyediaan jasa;

b. Biaya tidak langsung.yang meliputi biaya administrasi umum dan
biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;

¢. Biaya modal yang berhubungan dengan tersedianya aktiva tetap dan
aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, vang meliputi
angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta
persyaratan aset,

d. Biaya-biaya lain yang berhubungan dengan penyaluran jasa, seperti
bunga atau pinjaman jangka pendek.

F2Y T et 114y v rtey emliamniemne e alratied ovmedla avrnt 22V a3 Aitstasl-an
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(6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan

(3) ditetapkan sebagai berikut :

No | | Jonis Pelayaan | Jenis Tomak
1 | Pemeriksaan Kese;hatan Sapi/Kerbau Rp. 7.500,-/ckor
ternak Sebelum dipotong ) ‘
Babi Rp. 5.000,-/ekor
Kambing/Domba | Rp. 2.500,-/ekor
Unggas Rp.  200,-/ekor
2 | Pemakaian Kandang Sapi/Kerbau Rp. 5.000,-/ekor
(Karantina) .
Babi Rp. 5.000,-/ekor
Kambing/Domba Rp. 2.500,-/ekor
3 | Pemakaian fempat Sapi/Kerbau Rp.10.000,-/ekor
Pemotongan Hewan )
Babi Rp. 7.500,~/ckor
Kambing/Domba | Rp. 2.500,-/ekor
4 | Pemakaian ternpat Pelayuan | gani/Kerbau Ryp.10.000,-/ekor
Dagi
&g Babi Rp.10.000,-/ekor
Kambing/Domba | Rp. 2.500,-/ekor
5 gef’f‘akaia;l gngk“mﬁ Daging | gapi/KerbawBabi | Rp. 10.000,-/ekor
t c
A7l Tuman Fotong Hewan Kambing/Domba Rp. 5.000,-/ckor

(M

(8)

&)

Hewan yang dipotong untuk keperfuan hajat, dikenakan retribusi
sebesar 50% dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal

ini;

Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha,
dikenakan tambahan retribusi sebesar 10 %.

Untuk memotong hewan sebagaiman dimaksud pada ayat (7) dan (8)
pasal ini pemilik hewan harus dapat menunjukkan surat keterangan dari
Kepala Desa/lurah yang bersangkutan.

(10) Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan dan atau
adat tidak dikenakan Retribusi yang diatur oleh Perda ini

(11) Hasil Retribusi scbagaimana dimaksud pada pasal ini harus disetor ke

¥as Pemerintah Daerah.

BAB Vil

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan
penyediaan fasilitas rumah potong hewan termak diberikan.
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BARB VII
SAAT PETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10
Saat Retribusi terutang adatah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen
lain yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 11

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPAORD ;

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Rettibusi atau
kuasanya;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPAORD
ditetapkan oteh Kepala Daerah.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 12

(1) Berdasarkan  SPAORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1)
ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan;

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
Jjumiah refribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi, dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang
dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT
sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

FPasal 13

{1y Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
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BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAR X1

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 15

(1) Retribusi vang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2} Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari
sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lhin yang dipersamakan dan
SKRDKBT dan STRD;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempal pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Kepala Dacrah.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 16

(1) Pengeluaran Surat teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai
awa] tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah
7 (fujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam  jangka waktu 7 (tujuh)  hari  setelah  tanggal  surat
teguran/peringatan/ surat lainnya vang sejenis, wajib rctribusi harus
melunasi retribusinya yang (erutang;

(3) Surat feguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan olch
pejabat yang ditunjuk.

BAB XV
KEBERATAN
Pasal 17

F1% Wil pentintviias e at evreoticsaiiibl-ain . ralveratan batinea lorsardas B amela
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(2) Keberatan  diajukan  sccara teriulis datlam Bahasa Indoncsia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas; '

(3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran
ketetapan retiibusi tersebut;

(4, Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKRBT,
dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu fidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan scbagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, schingga
tidak dipertimbangkan;

(6) Pengajuan keheratan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

(1) Kepala Daerah dalam jangka wakta 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan Diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan;

{2) Keputusan Kepala Daerah atas keberafan dapat berupa menerima
seluruhnya atau scbagian, menolak, atau menambah besarnya retribust
yang terutang;

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Dacrali tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang
chajukan tersebut dianggap dikabulkan,

BAB XVI
PENGEMBAILIAN KELEBOIAN PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan
permolionan pengembalian kepada Kepala Dacrah;

(2) Kepala Daerah dalam jangka waktu 6 (enam) bulsn sejak diferimanya
permohonan kelebihan pembayaran retribusi scbagaimana dimaksud pada
avat (1), harus memberikan keputusarn,

(3) Apabila jangka wakiu sebagaimana dimsaksud ayat (2) telah dilampaui
dan Kepala Dacrah tidak, memberikan keputusan, permohonan
petigembalian retribusi  dianggap dikabulkan dan SKRDIB hatus
diterbithan dafany angha wakiu paling Luna 1 (safu) bulan,

(A Anahila Watilk Retribie memnunval wiane retribust lainnva, kelebihan
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(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB;

(6) Apabila pengembalian pombayaran retribusi dilakukan lewat jangka

wakta 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga scbesar
2 % (dua persen} scbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan

retribusi.
Pasal 20

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis Kepala Dacrah sekurang-kurangnya menyebutkan :

a. nama dan alamat wajib retribusi;

b. masa retribusi;

o

besarnya kelebihan pembayaran;

2

alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebiban membayar retribusi disampaikan
langsung atau melaui pos tercatat;

(3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Dacrah atau bukii pengiriman Pos tercatat
merupakan bukti saat permolionan diterima oleh Kepala Daerah.
Pasal 21

{1} Pengembalian kelebihan diakukan dengan menerbitkan Surat Penntah
Membayar Kelebihan Retribusi;

{2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainya, sebagai mana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan  bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSL

Pasal 22

(1) Kepala Daerab  dapat memberikan  pengurangan,  kennganan  dan
pembebasan retribusi;

(2) Pemberian  pengurangan.  kernganan  dan  pembebasan  retnbust

I D LA . R [ SR I Nl IR DA S B [ I
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(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
KADALUWARSA PENAGIITAN
Pasal 23
(1) Iak untuk mclakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa  setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi,
kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang

retribust;

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasal ini tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran, atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung
maupun tidak langsung.

BAB XiX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6
(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (crapat) kali jumlah retribusi
terutang;

(2) Tindak pidana vyang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
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menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

memertksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

melakukan  penggeledahan  untuk  mendapatkan  bahan  bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta banfuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti atau melarang sescorang meninggalkan ruangan
atau fempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

memanggil sescorang unfuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Dacrah menurut Hukum yang dapat
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada avat (i) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum, sesuat dengan ketentuan vang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan Dbetlakunya Peraturan Paerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat I Musi Banyuasin Nomor 09 Tahun 1993
Tentang Pajak Potong Hewan dalam Kabupaten Daerah Tingkat T Musi
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Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenal Persyaratan Tata Cara dan Petunjuk Teknis serta pelaksanaan
tendang Rumah Potong Hewan akan diatur Iebih langut oleh Kepala Dacrah,

Pasal 28

Peraturan [Dacrah int mulai bertaku pada tanpgal diundangkan.

Agar  sctiap  orang  dapat  mengetahuinya  memerintahkan
penpundangan Peraturan Dacrah ini dengan  penempatannya  dalam
Lembaran Daerah Kabupalen Dacrah Tingkat 1T Musi Banyuasin.

Nitctapkan di - Sckavy
Pada Tanwpal 31 Naret 1099
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